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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten 
Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah di 
daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih 
rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah serta belum 
optimalnya dukungan kebijakan daerah terhadap sektor tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis 
menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung 
pengembangan perbankan syariah. Selain itu, ditemukan adanya 
kendala berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan akses 
layanan, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. 
Novelty dalam penelitian ini terletak pada analisis yang 
mengintegrasikan secara spesifik peran DPRD dalam tiga fungsi 
utamanya terhadap pengembangan perbankan syariah di tingkat 
kabupaten, serta mengaitkannya dengan aspek literasi dan akses 
layanan sebagai faktor pendukung utama. Penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi akademis dan menjadi referensi bagi 
pembuat kebijakan dalam meningkatkan peran DPRD secara lebih 
efektif dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah. 
 
Kata Kunci: Peran DPRD, Perbankan Syariah, Kebijakan Publik, 
Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, Kabupaten Langkat  

 
 

Abstract 
This study aims to analyze the role of the Regional House of 
Representatives (DPRD) of Langkat Regency in promoting the 
development of Islamic banking in the region. The background of this 
research is based on the low level of Islamic financial literacy and 
inclusion, as well as the lack of optimal regional policy support for the 
sector. This research employs a qualitative approach with a descriptive 
research design. Data were collected through interviews, observations, 
and documentation, and analyzed using an interactive analysis technique 
consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The 
findings indicate that the DPRD’s roles in legislation, budgeting, and 
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oversight have not been optimally implemented in supporting Islamic 
banking development. Additionally, several obstacles were identified, 
including low public literacy, limited access to Islamic banking services, 
and weak stakeholder synergy. The novelty of this research lies in its 
integrated analysis of the DPRD’s three core functions in relation to 
Islamic banking development at the regency level, combined with the 
examination of literacy and service access as supporting factors. This 
study is expected to contribute academically and serve as a reference for 
policymakers in enhancing the effectiveness of DPRD’s role in developing 
the Islamic economy at the regional level. 

 
Keywords: Role of DPRD, Islamic Banking, Public Policy, Islamic 
Financial Literacy, Financial Inclusion, Langkat Regency 
 

 
A. PENDAHULUAN 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang 
semakin positif dalam dua dekade terakhir, seiring meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. 
Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu merata di setiap daerah, termasuk di 
Kabupaten Langkat. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, potensi 
pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Langkat sejatinya sangat besar. 
Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi 
keuangan syariah masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya 
kesenjangan antara potensi dan realisasi. Dalam konteks ini, peran pemerintah 
daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi sangat 
penting dalam merumuskan kebijakan dan mendorong ekosistem yang kondusif 
bagi pertumbuhan perbankan syariah (Teniwut, 2024). 

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi strategis dalam 
pembentukan peraturan daerah, pengawasan, serta penganggaran. Ketiga fungsi 
ini dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor keuangan syariah 
secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, belum 
semua DPRD di tingkat kabupaten/kota memaksimalkan peran tersebut dalam 
konteks pengembangan perbankan syariah (Musfiroh et al., 2025). Di Kabupaten 
Langkat, misalnya, belum terlihat adanya regulasi daerah yang secara spesifik 
mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi persoalan 
krusial, mengingat regulasi lokal dapat menjadi instrumen efektif dalam 
memperkuat kelembagaan, memperluas akses, serta meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem perbankan syariah (Baghas Budi Wicaksono et al., 
2023). 

Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan 
masyarakat Kabupaten Langkat turut menjadi hambatan utama dalam 
pengembangan sektor ini (Fuady, 2022). Banyak masyarakat yang masih belum 
memahami perbedaan mendasar antara sistem perbankan konvensional dan 
syariah, baik dari sisi prinsip maupun produk yang ditawarkan. Kondisi ini 
diperparah oleh minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara 
sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, DPRD seharusnya dapat berperan 
aktif melalui fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah 
serta mendorong alokasi anggaran untuk kegiatan literasi keuangan syariah. 
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Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, potensi besar tersebut akan sulit untuk 
dioptimalkan (Rahmah & Marliyah, 2021). 

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan jaringan dan akses layanan 
perbankan syariah di wilayah Kabupaten Langkat, khususnya di daerah pedesaan. 
Distribusi kantor cabang dan layanan keuangan syariah masih terkonsentrasi di 
wilayah perkotaan, sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal 
ini menimbulkan ketimpangan akses yang berdampak pada rendahnya inklusi 
keuangan syariah (Saleh et al., 2020). DPRD sebagai representasi masyarakat 
daerah memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebutuhan tersebut dalam 
forum legislatif dan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan 
lembaga perbankan dalam memperluas jangkauan layanan. Tanpa dukungan 
kebijakan yang konkret, perluasan akses ini akan berjalan lambat. 

Di sisi lain, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga 
perbankan syariah juga masih belum optimal. Kurangnya koordinasi dan 
komunikasi antar pemangku kepentingan menyebabkan berbagai program 
pengembangan berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Padahal, 
pengembangan perbankan syariah membutuhkan pendekatan yang holistik, 
melibatkan aspek regulasi, edukasi, infrastruktur, serta dukungan politik. DPRD 
seharusnya dapat menjadi penghubung strategis yang menjembatani kepentingan 
berbagai pihak, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-
benar berpihak pada penguatan ekonomi syariah di daerah (Sari et al., 2024). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran DPRD 
Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah masih 
menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kesenjangan antara potensi dan 
realisasi, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan akses layanan, serta 
lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi masalah utama yang perlu 
segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk 
menganalisis sejauh mana peran DPRD telah dijalankan serta strategi apa yang 
dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi legislatif dalam mendukung 
pertumbuhan perbankan syariah di Kabupaten Langkat. Kajian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan yang 
relevan. 

  
 
B. KAJIAN TEORI 

1. Peran DPRD dalam Pemerintahan Daerah 

Teori peran (role theory) menjelaskan bahwa setiap individu maupun 
lembaga memiliki seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi dan 
status yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks pemerintahan 
daerah, DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam 
menjalankan fungsi representasi rakyat. Peran ini tidak hanya bersifat simbolis, 
tetapi juga substantif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. 
DPRD diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara optimal dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam sektor ekonomi 
syariah (Yulianjani et al., 2024). Dengan demikian, teori peran menjadi landasan 
penting dalam memahami bagaimana DPRD seharusnya bertindak dalam 
mendorong pengembangan perbankan syariah di daerah (Alimudin Pohan; 
Muhammad Yafiz, 2023). 

DPRD memiliki tiga fungsi utama yang menjadi indikator dalam menilai 
efektivitas perannya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
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pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah 
yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi 
anggaran berkaitan dengan perencanaan dan pengalokasian keuangan daerah, 
sedangkan fungsi pengawasan berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dan 
program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga fungsi 
ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi-fungsi 
tersebut menjadi instrumen penting dalam menciptakan kebijakan yang 
mendukung pertumbuhan sektor tersebut (Musfiroh et al., 2025). 

Dalam perspektif teori peran, keberhasilan DPRD dalam menjalankan 
fungsinya sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
meliputi kapasitas anggota DPRD, pemahaman terhadap isu ekonomi syariah, 
serta komitmen politik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. 
Sementara itu, faktor eksternal meliputi dukungan dari pemerintah daerah, 
partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi yang berkembang di daerah. 
Apabila faktor-faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, maka DPRD akan 
mampu menjalankan perannya secara optimal. Namun, jika terdapat kelemahan 
dalam salah satu faktor, maka hal tersebut dapat menghambat efektivitas peran 
DPRD dalam mendorong pengembangan perbankan syariah (Fuady, 2022). 

Dalam kaitannya dengan pengembangan perbankan syariah, DPRD 
memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan 
mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui 
pembentukan regulasi yang mendukung lembaga keuangan syariah, seperti 
peraturan daerah tentang ekonomi syariah atau penguatan sektor keuangan 
berbasis syariah (Muhammad Kurniawan et al., 2025). Selain itu, DPRD juga dapat 
mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi program-
program yang berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan 
adanya dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, diharapkan perbankan 
syariah dapat berkembang secara lebih optimal di daerah (Rahmat et al., 2024). 

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang 
dihadapi oleh DPRD dalam menjalankan perannya secara optimal. Keterbatasan 
pemahaman terhadap konsep ekonomi syariah, kurangnya koordinasi dengan 
pemerintah daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi beberapa 
faktor yang menghambat efektivitas peran DPRD. Oleh karena itu, diperlukan 
upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD serta penguatan sinergi antar 
pemangku kepentingan. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan perannya 
secara maksimal dalam mendorong pengembangan perbankan syariah di 
Kabupaten Langkat. 

 
2. Kebijakan Publik dalam Pengembangan Perbankan Syariah 

Teori kebijakan publik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan 
untuk memahami bagaimana pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan 
kebijakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kebijakan 
publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil 
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Aida et al., 2024). Dalam konteks 
pengembangan perbankan syariah, kebijakan publik memiliki peran yang sangat 
penting karena dapat menjadi landasan hukum dan arah strategis dalam 
mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan 
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yang tepat dan efektif menjadi faktor kunci dalam pengembangan perbankan 
syariah di daerah (Rahmah & Marliyah, 2021). 

Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi 
masalah, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan 
evaluasi. Pada tahap identifikasi masalah, pemerintah harus mampu mengenali 
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk rendahnya literasi dan 
inklusi keuangan syariah. Selanjutnya, pada tahap formulasi kebijakan, 
pemerintah bersama DPRD merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan. 
Tahap pengambilan keputusan dilakukan melalui proses legislasi, sedangkan 
implementasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Terakhir, evaluasi dilakukan 
untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan (Rahmah & Marliyah, 
2021). 

DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan kebijakan 
publik, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan. Dalam proses 
legislasi, DPRD berperan dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan 
daerah yang berkaitan dengan pengembangan perbankan syariah. Selain itu, 
DPRD juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan yang 
telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. 
Dengan menjalankan peran tersebut secara optimal, DPRD dapat memastikan 
bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan 
masyarakat (Oci et al., 2025). 

Dalam pengembangan perbankan syariah, kebijakan publik dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti regulasi tentang penguatan lembaga 
keuangan syariah, pemberian insentif bagi pelaku usaha, serta program 
peningkatan literasi keuangan syariah. Kebijakan tersebut harus dirancang secara 
komprehensif dan terintegrasi agar dapat memberikan dampak yang signifikan 
terhadap pertumbuhan sektor perbankan syariah. Tanpa adanya kebijakan yang 
jelas dan terarah, pengembangan perbankan syariah akan berjalan secara parsial 
dan tidak optimal. 

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan publik seringkali 
menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya 
koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena 
itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk 
DPRD, untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat 
diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, kebijakan publik dapat 
menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengembangan perbankan 
syariah di Kabupaten Langkat. 
 
C. METODE PENELITIAN   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran DPRD 
Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah 
(Sugiyono, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan 
fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan. 
Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana fungsi legislasi, anggaran, dan 
pengawasan DPRD dijalankan dalam konteks pengembangan perbankan syariah. 
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Langkat dengan mempertimbangkan 
potensi dan permasalahan yang ada terkait sektor keuangan syariah. Subjek 
penelitian meliputi anggota DPRD, pihak pemerintah daerah, serta perwakilan 
lembaga perbankan syariah yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian 
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ini. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 
secara langsung dengan informan kunci untuk memperoleh data yang akurat 
mengenai peran DPRD dalam pengembangan perbankan syariah. Observasi 
dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan serta implementasi 
kebijakan yang telah dijalankan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data sekunder berupa peraturan daerah, laporan kegiatan, serta 
dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik penentuan 
informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan 
kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan 
mendalam (Putra et al., 2023). 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis 
interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan 
dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang 
telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. 
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap 
berdasarkan temuan di lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga data yang 
diperoleh dapat diuji kebenaran dan keakuratannya. Dengan metode ini, 
diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang valid dan 
komprehensif. 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Langkat, 
ditemukan bahwa peran DPRD dalam mendorong pengembangan perbankan 
syariah belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya 
kebijakan daerah yang secara khusus mengatur dan mendukung pertumbuhan 
lembaga keuangan syariah. DPRD sebagai lembaga legislatif seharusnya mampu 
menjadi inisiator dalam pembentukan peraturan daerah yang berpihak pada 
ekonomi syariah. Namun, dalam praktiknya, isu perbankan syariah belum menjadi 
prioritas utama dalam agenda legislasi daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya 
kesenjangan antara potensi daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim dengan 
kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD. 

Dari sisi fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Langkat belum menunjukkan 
peran yang signifikan dalam merumuskan regulasi yang mendukung 
pengembangan perbankan syariah. Hasil wawancara dengan beberapa informan 
menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang secara 
spesifik mengatur tentang penguatan atau pengembangan sektor keuangan 
syariah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman sebagian anggota DPRD 
terhadap konsep ekonomi syariah serta kurangnya dorongan politik untuk 
mengangkat isu tersebut. Akibatnya, peluang untuk menciptakan landasan hukum 
yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah menjadi terhambat. 

Pada aspek fungsi anggaran, DPRD juga dinilai belum maksimal dalam 
mendukung pengembangan perbankan syariah melalui alokasi dana yang 
memadai. Program-program yang berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan 
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syariah masih sangat terbatas dan belum menjadi prioritas dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa informan menyebutkan 
bahwa kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah masih bersifat sporadis dan 
tidak berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman 
masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah, sehingga minat 
masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut juga masih rendah. 

Selanjutnya, dalam fungsi pengawasan, DPRD belum sepenuhnya 
menjalankan perannya dalam mengawasi implementasi kebijakan yang berkaitan 
dengan pengembangan perbankan syariah. Pengawasan yang dilakukan masih 
bersifat umum dan belum menyentuh secara spesifik sektor keuangan syariah. Hal 
ini menunjukkan bahwa DPRD belum memiliki fokus yang jelas dalam mendorong 
pertumbuhan perbankan syariah di daerah. Kurangnya pengawasan ini juga 
menyebabkan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah 
tidak berjalan secara optimal, sehingga dampaknya terhadap masyarakat menjadi 
kurang signifikan. 

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat literasi 
keuangan syariah masyarakat Kabupaten Langkat masih tergolong rendah. 
Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara perbankan syariah 
dan konvensional, baik dari segi prinsip maupun produk yang ditawarkan. Hal ini 
menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan perbankan 
syariah di daerah. Minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah maupun lembaga terkait turut memperburuk kondisi ini. DPRD 
seharusnya dapat mendorong peningkatan literasi ini melalui kebijakan dan 
dukungan anggaran yang memadai. 

Keterbatasan akses terhadap layanan perbankan syariah juga menjadi 
temuan penting dalam penelitian ini. Sebagian besar layanan perbankan syariah 
masih terpusat di wilayah perkotaan, sehingga masyarakat di daerah pedesaan 
mengalami kesulitan untuk mengakses layanan tersebut. Hal ini menyebabkan 
rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di Kabupaten Langkat. DPRD sebagai 
representasi masyarakat daerah seharusnya dapat menyuarakan kebutuhan ini 
dan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan lembaga 
perbankan dalam memperluas jaringan layanan keuangan syariah hingga ke 
pelosok daerah. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD 
Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah masih 
belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan dalam fungsi 
legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat 
perkembangan sektor ini. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat dan 
keterbatasan akses layanan juga memperparah kondisi yang ada. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya yang lebih serius dari DPRD untuk meningkatkan perannya 
melalui penguatan regulasi, peningkatan alokasi anggaran, serta pengawasan 
yang lebih efektif agar pengembangan perbankan syariah dapat berjalan secara 
maksimal di Kabupaten Langkat. 

 
2. Pembahsan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa peran 
DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah 
masih belum optimal jika ditinjau dari perspektif teori peran. Secara normatif, 
DPRD memiliki fungsi strategis dalam membentuk kebijakan yang berpihak pada 
kepentingan masyarakat, termasuk dalam pengembangan sektor ekonomi 
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syariah. Namun, dalam praktiknya, DPRD belum sepenuhnya menjalankan peran 
tersebut secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran 
ideal yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini 
menjadi indikasi bahwa kapasitas kelembagaan DPRD masih perlu ditingkatkan, 
baik dari sisi pemahaman maupun komitmen dalam mendorong sektor perbankan 
syariah (Barus et al., 2024). 

Jika dikaitkan dengan teori kebijakan publik, lemahnya peran DPRD dalam 
pengembangan perbankan syariah menunjukkan bahwa proses perumusan 
kebijakan belum berjalan secara optimal. Tahapan identifikasi masalah, formulasi 
kebijakan, hingga implementasi belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan 
pengembangan ekonomi syariah di daerah. DPRD seharusnya mampu 
mengangkat isu rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai agenda 
prioritas dalam kebijakan daerah. Namun, fakta menunjukkan bahwa isu tersebut 
belum menjadi perhatian utama dalam proses legislasi. Kondisi ini mengakibatkan 
tidak adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur dan mendorong 
pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Langkat (Putri Rahmawati et al., 
2024). 

Dalam aspek fungsi legislasi, belum adanya peraturan daerah yang secara 
khusus mengatur perbankan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam 
pengembangan sektor ini. Menurut teori pengembangan perbankan syariah, 
regulasi merupakan faktor penting yang dapat menciptakan kepastian hukum dan 
mendorong pertumbuhan industri. Tanpa regulasi yang jelas, lembaga keuangan 
syariah akan mengalami kesulitan dalam berkembang karena tidak adanya 
dukungan kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, DPRD perlu mengambil langkah 
strategis dengan menginisiasi pembentukan peraturan daerah yang mendukung 
pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif (Aprilia & Ibrahim, 2024). 

Selanjutnya, dari sisi fungsi anggaran, rendahnya alokasi dana untuk 
program literasi keuangan syariah menunjukkan bahwa DPRD belum menjadikan 
sektor ini sebagai prioritas pembangunan daerah. Padahal, berdasarkan teori 
literasi keuangan, tingkat pemahaman masyarakat memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan. Tanpa adanya edukasi yang 
memadai, masyarakat akan cenderung tetap menggunakan layanan perbankan 
konvensional yang sudah lebih dikenal. Oleh karena itu, DPRD perlu mendorong 
peningkatan anggaran untuk program sosialisasi dan edukasi keuangan syariah 
agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik. 

Dalam fungsi pengawasan, DPRD juga belum menunjukkan peran yang 
optimal dalam memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan 
pengembangan perbankan syariah berjalan dengan baik. Pengawasan yang 
dilakukan masih bersifat umum dan belum menyentuh secara spesifik sektor 
keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum memiliki fokus yang 
jelas dalam mengawal pengembangan sektor tersebut. Padahal, pengawasan 
yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang 
telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain faktor kelembagaan DPRD, rendahnya literasi keuangan syariah 
masyarakat juga menjadi faktor yang signifikan dalam menghambat 
pengembangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, banyak 
masyarakat yang belum memahami konsep dasar perbankan syariah, sehingga 
minat untuk menggunakan layanan tersebut masih rendah. Kondisi ini sejalan 
dengan teori literasi keuangan yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat 
merupakan kunci utama dalam meningkatkan inklusi keuangan. Oleh karena itu, 
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diperlukan upaya yang lebih intensif dari DPRD dan pemerintah daerah untuk 
meningkatkan literasi keuangan syariah melalui berbagai program edukasi yang 
berkelanjutan. 

Keterbatasan akses layanan perbankan syariah di Kabupaten Langkat juga 
menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Layanan perbankan 
syariah yang masih terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan masyarakat di 
daerah pedesaan sulit untuk mengakses layanan tersebut. Hal ini berdampak pada 
rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di daerah. Dalam hal ini, DPRD 
memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama 
dengan lembaga perbankan dalam memperluas jaringan layanan hingga ke 
pelosok daerah. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh 
masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan perbankan syariah. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengembangan 
perbankan syariah di Kabupaten Langkat memerlukan peran aktif dari DPRD 
sebagai lembaga legislatif daerah. DPRD tidak hanya berperan dalam 
pembentukan kebijakan, tetapi juga dalam pengawasan dan pengalokasian 
anggaran yang mendukung pengembangan sektor tersebut. Oleh karena itu, 
diperlukan peningkatan kapasitas dan komitmen DPRD dalam menjalankan 
fungsinya secara optimal. Dengan demikian, diharapkan DPRD dapat menjadi 
motor penggerak dalam menciptakan ekosistem perbankan syariah yang kuat dan 
berkelanjutan di Kabupaten Langkat. 
 
E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong 
pengembangan perbankan syariah masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum 
maksimalnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam 
mendukung sektor keuangan syariah. Ketiadaan regulasi khusus, rendahnya 
alokasi anggaran untuk literasi keuangan syariah, serta lemahnya pengawasan 
terhadap implementasi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat 
perkembangan perbankan syariah di daerah. Selain itu, rendahnya tingkat literasi 
masyarakat dan keterbatasan akses layanan perbankan syariah juga memperkuat 
adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengembangan sektor ini di 
Kabupaten Langkat. 

Adapun novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan 
analisis yang mengintegrasikan peran DPRD secara spesifik dalam tiga fungsi 
utamanya terhadap pengembangan perbankan syariah di tingkat kabupaten, yang 
masih jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek 
regulasi, tetapi juga menghubungkannya dengan literasi keuangan dan akses 
layanan sebagai faktor pendukung utama. Selain itu, penelitian ini memberikan 
perspektif lokal yang kontekstual terhadap Kabupaten Langkat, sehingga 
menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ekonomi 
syariah di tingkat daerah serta menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam 
meningkatkan peran DPRD secara lebih efektif. 
 
F. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar DPRD Kabupaten 

Langkat lebih mengoptimalkan perannya melalui penguatan fungsi legislasi 

dengan merumuskan peraturan daerah yang secara khusus mendukung 
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pengembangan perbankan syariah. Selain itu, DPRD perlu meningkatkan alokasi 

anggaran untuk program literasi dan inklusi keuangan syariah agar pemahaman 

masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Dalam fungsi pengawasan, DPRD 

juga diharapkan lebih aktif dan terarah dalam mengawal implementasi kebijakan 

terkait sektor keuangan syariah. Di samping itu, perlu adanya sinergi yang lebih 

kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga perbankan syariah dalam 

memperluas akses layanan hingga ke daerah pedesaan. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan pengembangan perbankan syariah di Kabupaten 

Langkat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi 

masyarakat. 
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